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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja
bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan Narkotika
Nasional tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika

Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika
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Mengingat

Nasional tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan

Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6340);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Narkotika Nasional (Lembaran Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 385);
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Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 998);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 999);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN  KINERJA
PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat
BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang
bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekusor Narkotika.

Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang
selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai
Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang
berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau
ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan

organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
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10.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan
Perilaku Kerja.

Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja
dengan target kinerja.

Daftar Rekapitulasi Pegawai adalah daftar yang
menunjukkan susunan pegawai yang terdiri dari nama,
Nomor Induk Pegawai atau Nomor Registrasi Pokok,
pangkat, golongan, terhitung mulai tanggal jabatan,
nama jabatan, dan kelas jabatan pada setiap satuan
kerja di lingkungan BNN yang dikeluarkan oleh Biro
Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Sekretariat Utama BNN.

Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan struktural
maupun fungsional dalam organisasi negara yang
didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya
digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan
dalam jangka waktu tertentu.

Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja
karena alasan kesehatan.

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau
yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan
atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari

sebagai pegawai.
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Kehadiran yaitu kehadiran pegawai pada saat jam kerja
di lingkungan kantor atau tempat lainnya dengan

mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual.

BAB II
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja

Pasal 2

Pegawai yang menduduki jabatan di lingkungan BNN,
selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja
setiap bulan.

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran Tunjangan Kinerja dan kelas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Pasal 3
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dapat berasal dari instansi lain.
Pegawai yang berasal dari instansi lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan atau
dipekerjakan di lingkungan BNN menerima Tunjangan
Kinerja dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
diangkat dalam jabatan di lingkungan BNN;
menyerahkan keputusan pengangkatan dari pejabat
yang berwenang; dan
c. menyerahkan Surat Keterangan Pemberhentian

Tunjangan Kinerja dari Instansi Asal.



